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MOTTO:

= Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh dan nasehat menasehati supava mentaati kebenaran
dan naschat menaschati supayva menctapi kesabaran”
{ Q.S Al-Ashr ayat 2-3)

.Sctiap Aturan Hukum Harus Berorientasi Mewujudkan
Kemaslahatan Umum Dar Pada Kemaslahatan Perscorangan™
{HR. Abu Muhammad lzzuddin Bin Abd As-Salam As-Salami)
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KATA PENGANTAR

- Puji syukur pénulis panjatkan kchacli'rat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya selama penulis

mam'pu mehyc_lesa_ikan penulisan buku dengan judul:

Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kebijakan.

- Buku ini mengkaji pertanggungjawaban Presiden sebelum '

dan sesudah amandemen UUD 1945 terutama dalam kebijakan
yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Topik ini dipilih, karena
kajian hukum konstitusi terhadap pertanggungjawaban Presiden
dalam mensejahterakan rakyat merupakan tugas utama Presiden
yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat yang memiliki
kekuasaan sebagai pelaksanaan asas demokrasi, sehingga dengan
dipilihnya Presiden melalui pemilu Presiden dapatkah
mewujudkan atau belum dapat mewujudkan kesejahteraan bagi
rakyat.

- Penulis menyadari bahwa dengan selesainya proses
ﬁp‘enulisah buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.
- Pada keselﬁpatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak dimaksud.
Ucapan tertma kasih dan penghargaan yans_., setinggi-tingginya
pertama-tama pcnuhs sampa:kan kepada yang terhormat Prof Dr.
';Ar;ef Hidayat SH. MS. dan Dr. Yuswanto, S. H. JM.H. semoga

behau betdua selalu dxben kcmudahan dan kesuksesan dalam SR :

"; kepada ncﬂara dan bangsa d:m Allah Subhanawat'la]a
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Dengan  kerendahan hati ucapan terima  kasih  day
penghargaan yang setinggi-tinggi juga penulis sampaikan kcpada

sermua pihak,

Palembang, Nopember 20173

Penulis
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Lembaga

kepresidenan

Kebijakan Pemerintah

v Sl Sudtmdar

Lembaga kepresidenan adalah lembaga
negara yang memegang kekuasaan
pemerintahan yang di dalam konteks teori
Trias Politica disebut eksckutif yaitu
lembaga negara yang memcgang kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang,
[.cmbaga kepresidenan discbut scbagai
lembaga negara karena negara merupakan
suatu sistem yang secara konstitutif terdiri
atas unsur rakyat, wilayah dan pecmerintah
yang berdaulat.

Kcebijakan Pemerintah yang didasarkan
pada norma hukum, yang mengungkapkan
karakter dinamis dari sistem norma yang
berfungsi schagai norma dasar, juga
mengungkapkan suatu kekhasan lebih
lanjut dari hukum. Hukum mengatur
pembentukan hukum sendiri karena suatu
norma hukum menentukan cara membuat
norma hukum yang lain sampai dengan

derajat tertentu
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Penulis lahir di Baturaja / 6 April tahun 1960,
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1971. SMP Xaverius Baturaja th 1974. SMA

Negeri 11 Tanjung Karang 1977. Fakultas Hukum
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2005. Program Doktor Ilmu Hukum KPK

UNDIP-UNILA 2008-2013.

Dosen PNSD FH. Universitas Muhamadiyah Palembang. Dosen Kopertis Wil I1,
Diperkerjakan (DPK) pada Fakultas Hukum Universitas. Muhammadiyah
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_ tahun 1999. Kepala Bagian

tahun 2003 s / d 2005. Staf
Staf Ahli Bupati Kabupaten
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Amandemen UUD1945, =~ = =% L .
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